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ABSTRACT

COMPARATIVE ANALYSIS OF REGIONAL TAX REVENUE FOR
METRO CITY AND BANDAR LAMPUNG CITY BEFORE AND AFTER
THE USE OF TAPPING BOX

By

KIRANGGA MAHIBBAT

The purpose of the study was to obtain empirical evidence about the comparison of
local tax revenues in the cities of Bandar Lampung and Metro before and before the
use of the Tapping Box. The variables in this study are restaurant tax, parking tax,
entertainment tax and hotel tax. The population in this study is Metro City and
Bandar Lampung City. Data analysis used the analysis of the difference test with
SPSS 26 as an analytical tool. The results showed that there were significant
differences in restaurant tax revenues, entertainment taxes, hotel taxes, and parking
taxes before and before the implementation of the Tapping Box.

Keywords: Keyword’s: local tax, and tapping box



ABSTRAK

ANALISIS PERBANDINGAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA
METRO DAN KOTA BANDAR LAMPUNG SEBELUM DAN SESUDAH
PENGGUNAAN TAPPING BOX

Oleh

KIRANGGA MAHIBBAT

Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang perbandingan
penerimaan pajak daerah di kota Bandar Lampung dan Metro sebelum dan sebelum
penggunaan Tapping Box. Variabel dalam penelitian ini adalah pajak restoran,
pajak parkir, pajak hiburan dan pajak hotel. Populasi dalam penelitian ini adalah
Kota Metro dan Kota Bandar Lampung. Analisis data menggunakan analisis uji
beda dengan SPSS 26 sebagai alat analisis. Hasil penelitian menunjukkan adanya
perbedaan yang signifikan pada penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, pajak
hotel, dan pajak parkir sebelum dan sebelum penerapan Tapping Box.

Keywords: Keyword’s: Pajak Daerah, Tapping Box
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l. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat fokus terhadap
pembangunan di berbagai bidang untuk memajukan dan mensejahterakan
negaranya. Hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang terdapat
dalam UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Dalam melaksanakan
pembangunan nasional, Indonesia sangat bergantung pada dana, baik yang
diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri. Tidak ada negara yang
mampu melakukan pembangunan tanpa adanya dana. Oleh karena itu, tentu
saja Indonesia akan mengupayakan untuk memperoleh dana yang besar dari
dalam negeri dari pada luar negeri, agar dapat mengurangi pinjaman utang
luar negeri.

Pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam upaya untuk
meningkatkan penerimaan negara degan tujuan untuk melaksanakan
pembangunan nasional terutama perolehan dana yang berasal dari dalam
negeri. Menurut Undang-Undang yang telah dibuat pemerintah dan DPR
Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN), terdapat 3 sumber penerimaan atau pendapatan suatu negara, yaitu



penerimaan dari sektor pajak, penerimaan dari sektor non pajak, dan
penerimaan hibah.

Menurut Suardani et al., (2017) pajak merupakan hal yang sangat
mendasar, dalam pemungutannya harus sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2016), pajak memberikan
peranan yang sangat penting karena pajak adalah sumber yang pasti dalam
memberikan kontribusi dana kepada negara sebagai cerminan dari
partisipasi masyarakat dalam pembiayaan negara yang diatur sesuai undang-
undang yang berlaku. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pajakberperan
penting sebagai sumber utama penerimaan negara yang diperolehdari rakyat
untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran untuk
penyelenggaraan pemerintah maupun pengeluaran untuk pembangunan
nasional. Karena dengan pemungutan pajak yang efektif dan efesien akan
mempercepat pembangunan nasional daripada pemotongan pengeluaran
pemerintah (Cottarelli, 2018).

Pada pelaksanaan tugas untuk memperoleh dan mengelola pajak,
pemerintah pusat mempunyai sebuah sistem yang bersifat otonomi. Sistem
tersebut memberikan kewenangan/otoritas kepada pemerintah daerah untuk
mengatur sendiri daerah yang dipimpinnya guna memajukan dan
mengembangkan kemampuan daerahnya. Artinya pemerintah daerah
bertanggung jawab kepada pemerintah pusat dalam melaksanakan tugasnya
untuk memperoleh dan mengelola pajak daerah dan retribusi daerah sesuai

perundang-undangan yang berlaku.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak daerah terbagi atas
pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak Provinsi terdiri dari: Pajak
Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran,
Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang
Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
Bea Perolehan Ha ke atas Tanah dan Bangunan.

Tapping Box adalah suatu alat/mesin perekam transaksi yang memiliki
cara kerja mencatat data-data transaksi yang terjadi dari mesin kasir ke
printer kasir lalu akan mengirim data tersebut melalui teknologi komunikasi
sesuler digital/ GSM keserver Badan Pendapatan Daerah (BPD). Aplikasi
pengelolaan data dan pelaporan akan menunjukkan laporan hasil rekap data
transaksi dan pajak secara menyeluruh dan terperinci dari wajib pajak guna
membantu dalam transparansi pembayaran pajak (Mitha Pratiwi &
Merkusiwati, 2019). Pemerintah Kota Metro telah melakukan pemasangan
Tapping Box sejak bulan November 2018 pada para pelaku usaha
perhotelan, restoran, rumah makan, tempat hiburan, dan tempat parkir.

Sebelumnya Bank Lampung telah berkerjasama dengan Pemerintah Kota
Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung
Tengah dalam pemanfaatan tapping box. Hingga saat ini, Alat TappingBox

yang telah terpasang yaitu di Bandar Lampung untuk tahap | sebanyak 200



unit dimulai pada Bulan November 2018. Tahap I1 100 unit dan hingga Kini
masih dalam tahap pemasangan. Untuk Kabupaten Lampung Selatan tahap
| sebanyak 30 Unit dimulai pada bulan November 2018. Tahap Il
penambahan sebanyak 30 unit dan baru terpasang 5 Unit. Kabupaten
Lampung Tengah tahap | Sebanyak 30 Unit dan Kota Metro tahap |
sebanyak 19 Unit dan saat ini masih dalam proses pengadaan. Eria
Desomsoni berharap dengan pemasangan Tapping Box ini akan
meningkatkan PAD Kota Metro. Alasan utama dilakukan penelitian ini
adalah untuk menganalisis perbedaan penerimaan pajak daerah Kota Metro
sebelum dan sesudah penggunaan Tapping Box khususnya pada pajak
restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir. Tujuan lain dalam
penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi, hambatan-
hambatan, dan upaya yang dilakukan selama penggunaan Tapping Box.
Penelitian sejenis sebelumnya, oleh Wijayanti (2020) di Kota Surakarta,
menunjukkan hasil bahwa alat monitoring pajak daerah secara online
berpengaruh secara signifikan dalam peningkatan jumlah penerimaan pajak
daerah. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adanya
penambahan variabel yaitu pajak hiburan dan perbedaan tempat penelitian.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk
menganalisis apakah terdapat perbedaan signifikan penerimaan pajak
daerah sebelum dan sesudah pemasangan Tapping Box dengan mengambil
judul “Analisis Perbandingan Penerimaan Pajak Daerah Kota Metro
dan Kota Bandar Lampung Sebelum dan Sesudah Penggunaan

Tapping Box”



1.2 RumusanMasalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan penerimaan pajak restoran
Kota Metro dan Kota Bandar Lampung sebelum dan sesudah
penggunaan Tapping Box?

2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan penerimaan pajak hiburan
Kota Metro dan Kota Bandar Lampung sebelum dan sesudah
penggunaan Tapping Box?

3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan penerimaan pajak hotel
Kota Metro dan Kota Bandar Lampung sebelum dan sesudah
penggunaan Tapping Box?

4. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan penerimaan pajak parkir
Kota Metro dan Kota Bandar Lampung sebelum dan sesudah

penggunaan Tapping Box?

1.3 TujuanPenelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dari
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan
penerimaan pajak restoran Kota Metro dan Kota Bandar Lampung

sebelum dan sesudah penggunaan Tapping Box.
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Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan
penerimaan pajak hiburan Kota Metro dan Kota Bandar Lampung
sebelum dan sesudah penggunaan Tapping Box.

Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan
penerimaan pajak hotel Kota Metro dan Kota Bandar Lampung sebelum
dan sesudah penggunaan Tapping Box.

Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan
penerimaan pajak parkir Kota Metro dan Kota Bandar Lampung

sebelum dan sesudah penggunaan Tapping Box.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah di uraikan sebelumnya, maka

manfaat yang akan di peroleh dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1.

Manfaat Teoritis.

Sebagai refrensi ilmu pengetahuan tentang apakah terdapat
perbedaan signifikan penerimaan pajak restoran, hiburan, hotel, dan
parkir pada Kota Metro dan Kota Bandar Lampung sebelum dan
sesudah penerapan Tapping Box.

Penelitian Selanjutnya.
Sebagai bahan acuan penelitiselanjutnya yang berminat melakukan

penelitian dengan menembangkan penelitian ini.
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1. TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori
Teori Kepatuhan

Menurut Lunenburg (2012) teori kepatuhan (compliance theory) adalah
sebuah pendekatan terhadap struktur organisasi yang mengintegrasikan ide-
ide dari model klasik dan partisipasi manajemen. Sementara menurut H.C
Kelman (1958) compliance adalah sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan
kepada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri
dari hukuman yang dijatuhkan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi
kepatuhan wajib pajak adalah kondisi sistem administrasi perpajakan,
pelayanan petugas pajak, pemberian sanksi perpajakan, pemerikasaan pajak
dan tarif pajak. Sementara itu hal yang dapat menghambat kepatuhan wajib
pajak disebabkan karena peraturan yang masih sulit dimengerti, kurangnya
moral dan intelektual dari wajib pajak, kurangnya pengawasan atau kontrol
(Mardiasmo, 2016).

Teori ini dapat mendorong seseorang agar lebih mematuhi peraturan
sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sama halnya seperti penerapan
penggunaan Tapping Box atau alat monitoring online yang dipasang oleh
Pemerintah Daerah Kota Metro pada pelaku usaha dengan tujuan agar para

pelaku usaha taat dan patuh terhadap kebijakan pemerintah daerah serta
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mengantisipasi  kecurangan dalam pelaporan pajak terutang yang
dibayarkan, karena wajib pajak adalah kunci utama dalam penerimaan pajak
daerah sehingga dapat mengurangi kebocoran dan meningkatkan

penerimaan Pendapatan asli Daerah (PAD).

Teori Legitimasi

Menurut O’Donovan (2002) menjelaskan bahawa legitimasi bisa dilihat
sebagai suatu yang diberikan masyarakat kepada entitas dan sesuatu yang
diinginkan atau dicari entitas dari masyarakat. Sedangkan Menurut Gray et
al., (1996:46) dalam Hasanti et al., (2015) dasar pemikirian dari teori ini
adalah perusahaan atau organisasi akan terus berlangsung keberadaannya
apabila masyarakat sadar bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai

yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri.

Pajak

Pajak adalah pungutan kepada rakyat untuk negara berdasarkan undang-
undang secara paksa tanpa mendapat imbalan langsung dengan maksud
untuk pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016:1). Sedangkan menurut N. J.
Feldman pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang
kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum),
tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutupi
pengeluaran-pengeluaran umum (Resmi, 2019: 1).

Pajak menurut S. 1. Djajadiningrat sebagai suatu kewajiban menyerahkan

sebagian kekayaan kepada negara dikarenakan suatu keadaan, kejadian, dan



perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai
hukuman melainkan berdasarkan peraturan yang ditetapkan pemerintah
dengan paksaan, namun tidak menerima imbalan balik dari negara secara
langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum (Resmi, 2019: 1).
Berdasarkan uraian di atas, dapat diartikan bahwa pajak daerah
merupakan pungutan secara paksa oleh pemerintah terhadap rakyat yang
wajib dilunasi oleh wajib pajak sesuai peraturan yang berlaku, tanpa
mendapat imbalan langsung dengan tujuan untuk pembangunan daerah dan
mobilitas pemerintahan daerah agar menjadi daerah yang mandiri. Di
samping itu, indikator pajak dalam penelitian ini adalah pajak daerah
kabupaten/kota dengan menggunakan laporan realisasi dan target pajak

daerah Kota Metro tahun 2017-2020.

2.1.3.1 Fungsi Pajak
Menurut Resmi (2019:7) pajak ddikelompokkan ke dalam 3 jenis
kelompok, yaitu:
1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi sebagai berikut:
a) Pajak Langsung
Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat
dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib
pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
b) Pajak Tidak Langsung
Pajak tidak lansung adalah pajak yang pembebanannya dapat

dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak pertambahan nilai.
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2. Menurut sifatnya, dibagi menjadi sebagai berikut:

a)

b)

Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berdasarkan menurut subjeknya
kemudian dicari syarat objektifnya, atau dapat dikatakan dengan
memlihat kondisi dari wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan
Pajak objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berdasarkan pada suatu objeknya
dengan tidak melihat kondisi dari wajib pajak. Contoh: Pajak

pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

3. Menurut pengelola dan pemungutnya, dibagi menjadi sebagai berikut:

1.

Pajak pusat

Pajak pusat adalah suatu pajak yang ditarik atau dipungut dan di
olah dengan pemerintah pusat dengan tujuan untuk membiayai
kebutuhan negara. Contoh: Pajak penghasilan, pajak pertambahan
nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan
bangunan, dan bea materai.

Pajak daerah

Pajak daerah adalah pajak yang ditarik atau dipungut dan diolah
dengan pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai rumah
kebutuhan daerah. Contoh: pajak kendaraan bermotor, pajak
reklame, pajak hiburan, bea perolehan atas tanah dan bangunan,

pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.
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2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285,
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang didapat dari
kabupaten/kota sesusai peraturan daerah dan peraturan-perundang-
undangan yang berlaku. Tujuanya memberikan otoritas kepada pemerintah
daerah agar dapat mengimplementasikan potensi yang ada pada suatu
daerah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah, yaitu:

1. Pajak Daerah

2. Retribusi Daerah

3. Hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan

4. Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yaitu:

1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan

2. Jasa Giro

3. Pendapatan Bunga

4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

5. Komisi, potongan, atau bentuk yang berasal dari penjualan

atau/dan pengadaan barang atau/dan jasa oleh daerah

Menurut Darise (2009:33) Pendapatan Asli Daerah merupakan
pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan
Daerah sesuai dengan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah sendiri
perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagaian beban belanja

yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan
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pembangunan yang setiap tahun terus meningkat sehingga kemandirian
daerah dapat terwujudkan. Artinya pendapatan asli daerah merupakan
penerimaan suatu daerah yang diperoleh dari daerah dengan tujuan utama
pembangunan daerah dan mobilitas pemerintahan daerah agar suatu daerah

menjadi mandiri.

Pajak Daerah
Menurut Mardiasmo (2016), pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak
pribadi atau badan yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan
perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya
disebut dengan Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menurut Pasal 2 Undang-Undang No.28 Tahun 2009 yang mengatur
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membagi Pajak Daerah menjadi
2 macam Yaitu:
1. Pajak Provinsi, yaitu:
a) Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak Kendaraan Bermotor adalah penarikan pajak atas
kepemilikan dan/atau penggunaan kendaraan bermotor.
b) Bea Balik Nama Kendaran Bermotor

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah penarikan pajak atas
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pergantian hak milik kendaraan bermotor yang dilakukan duaorang
atang seorang akibat terjadi kegiatan jual beli, tukar tambah,hibah,
warisan, ataupun yang masuk dalam badan usaha.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah penarikan pajak atas
pemakaian bahan bakar kendaraan bermotor.

Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah penarikan pajak atas pemanfaatan
dan/atau pengambilan air permukaan yang telah di manfaatkan
Pajak Rokok

Pajak rokok adalah penarikan pajak atas cukai rokok yang ditarik

langsung oleh pemerintah yang berwenang

2. Pajak Kabupaten/Kota, yaitu:

1)

2)

3)

4)

Pajak Hotel

Pajak hotel adalah penarikan pajak atas pelayanan yang telah
disediakan oleh hotel.

Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah penarikan pajak atas pelayanan yang telah
disediakan oleh restoran.

Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah penarikan pajak atas penyelenggaraan tempat
hiburan.

Pajak Reklame

Pajak reklame adalah penarikan pajak penyelenggaraan reklame.
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Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah penarikan pajak atas pemakaian
tenaga listrik yang berupa dari sumber sendiri maupun dari sumber
lainnya.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah penarikan pajak atas
aktivitas pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang
berasal dari alam dan/atau permukaan bumi untuk digunakan dan
dimanfaatkan.

Pajak Parkir

Pajak parkir adalah penarikan pajak atas penyelenggaraan tempat
parkir yang terdapat diluar badan jalan yang disediakan/berkaitan
dengan pokok usaha atau suatu badan usaha, serta penyediaan
lahan penitipan kendaraan bermotor.

Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah penarikan pajak atas pengambilan dan/atau
pemanfaatan air tanah.

Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah penarikan pajak atas aktivitas

pengambilan dan/atau penjualan sarang burung wallet.

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah
penarikan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dikuasali,

dimiliki, dan/atau di manfaatkan orang pribadi atau badan, kecuali
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tempat yang dimanfaatkan sebagai aktivitas usaha perkebunan, dan
pertambangan.
11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah penarikan pajak

atas perolehan ha katas tanah dan/atau bangunan.
Dalam penelitian ini, indikator pajak daerah kabupaten/kota yang digunakan
adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir berupa
laporan realisasi dan target pajak daerah Kota Metro dan Kota Bandar

Lampung tahun 2017, dan 2020.

Tapping Box

Tapping Box adalah suatu alat/mesin perekam transaksi yang
memiliki cara kerja mencatat data-data transaksi yang terjadi dari mesin
kasir ke printer kasir lalu akan mengirim data tersebut melalui teknologi
komunikasisesuler digital/ GSM keserver Badan Pendapatan Daerah (BPD).
Aplikasi pengelolaan data dan pelaporan akan menunjukkan laporan hasil
rekap datatransaksi dan pajak secara menyeluruh dan terperinci dari wajib
pajak gunamembantu dalam transparansi pembayaran pajak (Mitha Pratiwi
&Merkusiwati, 2019). Oleh karena itu, untuk melakukan E-Monitoring atau
sistem pengawasan pembayaran pajak secara online digunakan lah alat
Tapping Box.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan pembaruan sistem
perpajakan manual menuju sistem perpajakan online/elektronik (E-Tax)

dengan menggunakan Tapping Box, karena sistem perpajakan di Indonesia
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saat ini masih menggunakan Self Assessments System yaitu wajib pajak
diberikan wewenang penuh dalam pelaksaan perhitungan, menyetor, dan
melaporkan besaran pajak terutangnya sendiri. Oleh karena itu, dalam
menggunakan sistem Self Assessments System wajib pajak dituntut untuk
bertanggung jawab sendiri dan berperan aktif menetapkan kewajiban
perpajakan sendiri dengan jujur, sesuai dengan faktanya, dan tepat waktu

dalam membayar serta melaporkan pajaknya.

Implementasi dari sistem E-monitoring yang dilakukan oleh
pemerintah dengan menggunakan Tapping Box adalah penerapan dari
sistem perpajakanonline/elektronik (E-Tax). Hal ini bentuk upaya yang
dilakukan pemerintahsupaya wajib pajak mudah dan tidak perlu mengantri
untuk membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan
(SPT) di kantor pajak, karena sistem pelaporan pajak dan pembayaran
pajak bisa dilakukan secaraonline. Untuk melaporkan perhitungan dan/
pembayaran pajak, objek pajak dan/bukan objek pajak dan/harta dan
kewajiban, wajib pajak perlu menggunakan Surat Pemberitahuan Tahunan
(SPT) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terdapat beberapa jenis sistem informasi perpajakan secara online
di Indonesia yang terdapat dalam Peraturan Kota Metro No. 06 Tahun
2016 Pasal 2 Angka 1, yaitu:

1) E-registration (wajib pajak melakukan registrasi dan pengukuhan PKP
lewat internet yang langsung terhubung dengan server DJP)

2) E-NPWP (aplikasi yang digunakan untuk mendaftarkan wajib pajak)



17

3) E-Filling (aplikasi untuk menyampaikan surat pemberitahuan secara
online dan tepat waktu)

4) E-SPT (aplikasi yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan SPT
secara online)

5) E-Payment (Sistem yang digunakan wajib pajak untuk membayar pajak
secara online yang langsung terhubung dengan kantor pajak)

6) E-Monitoring (sistem pengawasan pajak menggunakan alat Tapping Box
yang dilakukan secara online)

Berdasarkan uraian di atas, Tapping Box dalam monitoring pajak
memiliki fungsi sebagai berikut:

1) Merekam atau mencatat semua data transaksi yang masuk dari mesin
kasir ke printer kasir (Printer point of sales)

2) Menampilkan total ataupun masing-masing rekapan laporan transaksi
dan pajak dari wajib pajak

3) Membantu pembayaran pajak agar lebih transparansi
Tapping Box yang diatur dalam Pasal 2 PERDA Kota Metro NO. 06

Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik (E-

billing) mempunyai maksud dan tujuan, yaitu:

1) Maksud dari peraturan yang telah ditetapkan adalah menjadikan
peraturan tersebut sebagai pedoman dan legalitas pemerintah daerah
dalam rangka mengembangkan e-government dengan melaksanakan
sistem pembayaran pajak secara online (e-billing)

Tujuan Sistem e-billing, yaitu:

a. Mewujudkan Transparansi dalam tranaksi pembayaran, penyetoran,
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data usaha wajib pajak, dan pelaporan wajib pajak
b. Mengantisipasi dan meminimalisir hilangnya potensi pajak yang
berakibat turunnya Pendapatan Asli daerah
c. Memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pembayaran pajak
d. Terintegrasinya sistem perizinan dan pemungutan pajak daerah.
Sistem e-billing yang diterapkan oleh pemerintah Kota Metro dan Kota
Bandar Lampung antara lain:
1) Pajak Hotel
2) Pajak Restoran
3) Pajak Hiburan
4) Pajak Reklame
5) Pajak Penerangan Jalan
6) Pajak Parkir
7) Pajak Air Tanah
8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
9) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Berdasarkan Perda Kota Metro dan Kota Bandar Lampung mengenai
hak, kewajiban, dan larangan penggunaan Tapping Box, yaitu:
1) Hak Wajib Pajak:
a. Mendapatkan kebebasan dari kewajiban porporasi/legalisasi bill
pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis.
b. Mendapatkan fasilitas e-SPTPD (aplikasi Surat Pemberitahuan

Pajak Daerah.
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Mendapatkan informasi perpajakan daerah serta hasil data rekaman
transaksi usaha.

Memperoleh jaminan privasi atas semua data transaksi usaha.
Menerima jaringan untuk mengoperasikan Sistem E-billing dari
dinas terkait.

Mendapat jaminan bahwa Sistem E-billing tidak akan mengganggu
alat yang telah terpasang sebelumnya pada pelaku usaha.
Mendapatkan garansi pergantian alat dan Sistem E-billing apabila
ada kerusakan dan tidak berfungsinya alat tersebut bukan karena

kelalaian wajib pajak.

2) Kewajiban Wajib Pajak:

a.

Merawat dan menjaga alat / sistem perekam data transaksi yang
telah terpasang dengan sebaik-baiknya.

Menyimpan data transaksi seperti bill pembayaran, harga tanda
masuk berupa tiket, karcis dalam jangka waktu 5 tahun.
Melaporkan data transaksi usaha yang telah dilampirkan wajib
pajak pada E-SPTPD/SPTPD.

Melaporkan ke dinas terkait apabila ada kerusakan alat dalam
jangka waktu 1x24 jam, apabila kerusakan terjadi pada hari libur
maka pelaporan dilakukan di hari kerja selanjutnya.

Memberikan akses kepada dinas terkait dalam proses
menginstal/memasang/menghubungkan alat dan sistem informasi

pelaporan data transaksi pembayaran pajak di tempat pelaku usaha.
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f. Memberikan informasi kepada dinas terkait mengenai alat/sistem
informasi lain yang berkaitan dengan sistem data transaksi
pembayaran yang sebelumnya telah terpasang di tempat usaha
wajib pajak.

3) Larangan wajib pajak dalam pelaksaan Sistem E-billing, yaitu:

a. Dilarang sengaja mengubah data Sistem E-billing tanpa diketahui
dinas terkait.

b. Dilarang sengaja merusak perangkat dan sistem E-billing.

c. Dilarang sengaja membuat perangkat dan Sistem E-Biling tidak
berfungsi atau beroperasi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan laporan realisasi dan target
pajak daerah Kota Metro dan Kota Bandar Lampung 2017, dan 2020 untuk
melihat perbedaan penerimaan/ realisasi pajak daerah sebelum dan sesudah

penggunaan Tapping Box.

Penelitian Terdahulu

Menurut Suardani et al., (2017) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa
tingkat efektivitas sebesar 33,33% yang menunjukkan bahwa pelaksanaan
monitoring pajak daerah berbasis sistem informasi pada indrustri perhotelan
belum efektif.

Menurut Rawardani (2018) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa
Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir terjadi perbedaan yang
signifikan antara sebelum dan sesudah pelaksaaan sistem pajak online di

Kota Surabaya.
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Menurut Sari & Latupeirissa (2018) dalam penelitiannya mengemukakan
bahwa tidak ada perbedaan signifikan penerimaan pajak antara sebelum dan
sesudah pengampunan pajak (Tax Amnesty) pada KPP Pratama Denpasar.
Menurut Mitha Pratiwi & Merkusiwati (2019) dalam penelitiannya
mengemukakan bahwa kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak,
Tapping Box berpengaruh posotif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam
membayar pajak hotel di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Gianyar.

Menurut Cintia (2019) dalam penelitiannya tidak menunjukan hasil yang
signifikan atau tidak terdapat perbedaan antara sebelum diterapkannya
program e-filing dengan sesudah diterapkannya program e-filing pada KPP
di Provinsi lampung periode 2012-2017. Meurut Wijayanti (2020) dalam
penelitiannya menjelaskan bahwa pajak hotel, pajak restoran, dan pajak
parkir di Kota Surakarta mengalami perbedaan signifikan setelah adanya

alat monitoring pajak daerah secara online (Tapping Box).

Pengembangan Hipotesis
Terdapat Perbedaan Signifikan Penerimaan Pajak Restoran Kota
Metro dan Kota Bandar Lampung Sebelum dan Sesudah Penggunaan
Tapping Box

Pajak restoran merupakan hal yang dapat di andalkan untuk menjadi
potensi dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah Kota Metro dan Kota
Bandar Lampung. Hal ini terjadi dikarenakan meningkatnya restoran dan

café yang didirikan di Metro dan Bandar Lampung diimbangi dengan daya
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beli masyarakat. Disamping itu, terdapat kebocoran pajak restoran dan
rumah makan pada tahun 2015-2017 (Hasanusi, 2018). Oleh karena itu
melalui Peraturan Daerah nomor 06 Tahun 2018 Tentang Pembayaran Pajak
Secara Elektronik (E-Billing), pemerintah menerapkan sistem monitoring
pajak secara online menggunakan alat Tapping Box untuk mencegah
terjadinya kebocoran pajak restoran. Penggunaan Tapping Box bertujuan
untuk meningkatkan penerimaan pajak yang berasal dari usaha restoran dan
sebagai sarana pengawasan pemerintah terhadap wajib pajak (Wijayanti,
2020).

Peningkatan penerimaan pajak restoran dengan pelaksanaan kebijakan
penggunaan Tapping Box juga tak lepas dari teori kepatuhan yaitu sebagai
suatu kepatuhan yang didasarkan kepada harapan akan suatu imbalan dan
usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang dijatuhkan (H.C
Kelman, 1985). Artinya semakin patuh wajib pajak terhadap kebijakan
penggunaan Tapping Box, maka wajib pajak akan terhindar dari sanksi dan
penerimaan pajak restoran pun akan meningkat.

Selian itu dalam teori legitimasi Menurut Gray et al., (1996:46) adalah
perusahaan atau organisasi akan terus berlangsung keberadaannya apabila
masyarakat sadar bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang
sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. (Harsanti et al., 2015).
Artinya pemerintah akan berupaya untuk menyakinkan wajib pajak atau
pelaku usaha untuk menggunakan Tapping Box dengan tujuan untuk

meningkatkan penerimaan pajak restoran.
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Hal ini menunjukkan bahwa dengan penerapan monitoring pajaksecara
online menggunakan Tapping Box dapat mengurangi kebocoran dandapat
meningkatkan penerimaan pajak restoran, bahkan disaat pandemi tidak ada
pengaruh terhadap penerimaan pajak, karena tidak semua usaha terkena
dampak dari pandemi tersebut, dikarenakan fungsi dari tapping box
bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, karena dengan
adanya tapping box akan memudahkan wajib pajak menyetor pajak yang di
transfer ke kas daerah, oleh karena itu tidak ada kecurangan dalam
pembayaran pajak, di karenakan semua transaksi otomatis tercatat di tapping
box. Berdasarkan teori dan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis yang
diusulkan adalah:

H1: Terdapat perbedaan signifikan penerimaan pajak restoran Kota Metro

dan Kota Bandar Lampung sebelum dan sesudah penggunaan

Tapping Box

Terdapat Perbedaan Signifikan Penerimaan Pajak Hiburan Kota
Metro dan Kota Bandar Lampung Sebelum dan Sesudah Penggunaan
Tapping Box

Banyaknya tempat hiburan seperti karaoke, bar, klab malam dan
sejenisnya yang terus berkembang baik di Kota Bandar Lampung maupun
di Kota Metro, menjadikan pajak hiburan sebagai penerimaan daerah yang
dapat di andalkan untuk kedua daerah. Oleh karena itu pemerintah perlu
menerapkan sistem monitoring pajak secara online menggunakan Tapping
Box untuk mencegah terjadinya kebocoran pajak dari pajak hiburan

(Setiawan, 2019).
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Sistem monitoring pajak secara online untuk meningkatkan penerimaan
pajak daerah yang berasal dari usaha tempat hiburan dan sebagai sarana
pengawasan pemerintah terhadap wajib pajak. Meningkatnya penerimaan
pajak hiburan sejalan dengan teori kepatuhan yaitu sebagai suatu kepatuhan
yang didasarkan kepada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk
menghindarkan diri dari hukuman yang dijatuhkan (H.C Kelman, 1985).

Artinya semakin patuh wajib pajak terhadap kebijakan penggunaan
Tapping Box, maka wajib pajak akan terhindar dari sanksi dan penerimaan
pajak hiburan pun akan meningkat. Selian itu dalam teori legitimasi
Menurut Gray et al., (1996:46) Harsanti et al., (2015) adalah perusahaan
atau organisasi akan terus berlangsung keberadaannya apabila masyarakat
sadar bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan
sistem nilai masyarakat itu sendiri. Artinya pemerintah akan berupaya untuk
menyakinkan wajib pajak atau pelaku usaha untuk menggunakan Tapping
Box dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan.

Bahkan disaat pandemi tidak ada pengaruh terhadap penerimaan pajak,
karena tidak semua usaha terkena dampak dari pandemi tersebut,
dikarenakan fungsi dari tapping box bertujuan untuk meningkatkan
pendapatan asli daerah, karena dengan adanya tapping box akan
memudahkan wajib pajak menyetor pajak yang di transfer ke kas daerah,
oleh karena itu tidak ada kecurangan dalam pembayaran pajak, di karenakan
semua transaksi otomatis tercatat di tapping box. Berdasarkan teori dan hasil
penelitian tersebut, maka hipotesis yang diusulkan:

H»: Terdapat perbedaan signifikan penerimaan pajak hiburan Kota Metro

dan Kota Bandar Lampung sebelum dan sesudah penggunaan

Tapping Box.
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2.3.3 Terdapat Perbedaan Signifikan Penerimaan Pajak Hotel Kota Metro
dan Kota Bandar Lampung Sebelum dan Sesudah Penggunaan
Tapping Box

Seiring dengan berkembangnya tingkat pembangunan di Kota Metro dan
Kota Bandar Lampung khususnya pembangunan hotel dan sejenisnya yang
merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah kedua daerah tersebut yang
berguna untuk membiayai kebutuhan daerah (Yuliandari et al., 2017). Oleh
karena itu, dengan monitoring pajak secara online menggunakan Tapping
Box yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2018
Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (E-Billing) dapat
mengurangi kebocoran dan mengingkatkan penerimaan pajak hotel.

Meningkatnya penerimaan pajak hotel sejalan dengan teori kepatuhan
yaitu sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan kepada harapan akan suatu
imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang dijatuhkan
(H.C Kelman, 1985). Artinya semakin patuh wajib pajak terhadap kebijakan
penggunaan Tapping Box, maka wajib pajak akan terhindar dari sanksi dan
penerimaan pajak hotel pun akan meningkat. Selian itu dalam teori
legitimasi Menurut Gray et al., (1996:46) dalam Harsanti et al., (2015)
adalah perusahaan atau organisasi akan terus berlangsung keberadaannya
apabila masyarakat sadar bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai
yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Artinyapemerintah
akan berupaya untuk menyakinkan wajib pajak atau pelaku usaha untuk
pelaksanaan monitoring pajak secara online menggunakan Tapping Box

dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel.
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Rawadani (2018) membuktikan bahwa penerapan sistem pajak secara
online dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel di Kota Surabaya secara
signifikan. Bahkan disaat pandemi tidak ada pengaruh terhadap penerimaan
pajak, karena tidak semua usaha terkena dampak dari pandemi tersebut,
dikarenakan fungsi dari tapping box bertujuan untuk meningkatkan
pendapatan asli daerah, karena dengan adanya tapping box akan
memudahkan wajib pajak menyetor pajak yang di transfer ke kas daerah,
oleh karena itu tidak ada kecurangan dalam pembayaran pajak, di karenakan
semua transaksi otomatis tercatat di tapping box.. Berdasarkan teori dan
hasilpenelitian tersebut, maka hipotesis yang diusulkan:

Hs: Terdapat perbedaan signifikan penerimaan pajak hotel Kota Metro

dan Kota Bandar Lampung sebelum dan sesudah penggunaan

Tapping Box.

Terdapat Perbedaan Signifikan Penerimaan Pajak Parkir Kota Metro
dan Kota Bandar Lampung Sebelum dan Sesudah Penggunaan
Tapping Box

Parkir merupakan salah satu pendapatan Kota Metro dan Kota Bandar
Lampung yang dapat di andalkan sebagai memenuhi kebutuhan suatu
daerah. Dengan adanya penerapan sistem monitoring pajak parkir secara
online di harapkan dapat mengurangi kebocoran pajak daerah yang juga
akan meningkatkan pendapatan asli daerah kedua daerah tersebut.
Pemerintah Kota Metro dan Kota Bandar Lampung berupaya untuk
mengoptimalkan penerimaan pajak parkir dengan cara memasang alat

perekam transaksi atau Tapping Box pada tempat-tempat parkir yang rawan
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terjadinya kebocoran pajak (Setiawan, 2019). Seiring dengan perkembangan
kendaraan di Kota Metro yang semakin banyak dan tersedianya tempat
parkir serta di dukung dengan sistem pengawasan yang baik di harapkan
penerimaan pajak parkir dapat meningkat.

Rawadani (2018) membuktikan bahwa penerapan sistem pajak secara
online dapat meningkatkan penerimaan pajak parkir di Kota Surabayasecara
signifikan. Hasil serupa juga diperoleh oleh Wijayanti (2020) yang
menunjukkan bahwa penerapan monitoring pajak berbasis online
berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak parkir di Kota Surakarta.
Hal ini menunjukkan bahwa dengan penerapan monitoring pajak secara
online menggunakan Tapping Box dapat mengurangi kebocoran dan dapat
meningkatkan penerimaan pajak parkir, bahkan disaat pandemi tidak ada
pengaruh terhadap penerimaan pajak, karena tidak semua usaha terkena
dampak dari pandemi tersebut, dikarenakan fungsi dari tapping box
bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, karena dengan
adanya tapping box akan memudahkan wajib pajak menyetor pajak yang di
transfer ke kas daerah, oleh karena itu tidak ada kecurangan dalam
pembayaran pajak, di karenakan semua transaksi otomatis tercatat di tapping
box. Berdasarkan teori dan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis yang
diusulkan adalah:

Ha4: Terdapat perbedaan signifikan penerimaan pajak pakir Kota Metro

dan Kota Bandar Lampung sebelum dan sesudah penggunaan

Tapping Box.



3.1

3.2

I1l.  METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan Kota Metro dan Kota
Bandar Lampung. Penetapan sampel dalam penelitian ini menggunakan
jenis metode porposive sampling. Menurut Sugiyono (2016) purposive
sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan
pertimbangan. Pada penelitian ini kriteria yang digunakan untuk pemilihan
sampel adalah sebagai berikut:

1. Laporan keuangan daerah Kota Metro tahun 2017, dan 2020.

2. Laporan keuangan daerah Kota Bandar Lampung tahun 2017, dan

2020.

3. Laporan keuangan daerah yang telah menerapkan Tapping Box.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitaif,
sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan

daerah tahun 2017, dan 2020.
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Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder .
Data sekunder yang digunakan berupa laporan realisasi dan target
penerimaan pajak daerah untuk masa pajak 2017 yaitu sebelum pelaksanaan
monitoring pajak berbasis online menggunakan alat Tapping Box dan masa
pajak 2019 dan 2020 yaitu setelah pelaksanaan monitoring pajak berbasis

online menggunakan alat Tapping Box.

Definisi dan Pengukuran Variabel

3.4.1 Variabel Operasional

3.4.1.1 Tapping Box

Tapping Box adalah suatu alat/mesin perekam transaksi yang memiliki
cara kerja mencatat data-data transaksi yang terjadi dari mesin kasir ke
printer kasir lalu akan mengirim data tersebut melalui teknologi komunikasi
sesuler digital/ GSM keserver Badan Pendapatan Daerah (BPD). Alat ini
dipasang oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota
Metro dan Kota Bandar Lampung pada para wajib pajak restoran, pajak

hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir.

3.4.1.2 Pajak Restoran

Pajak restoran yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 Pasal 1 Angka 22 adalah penarikan pajak atas pelayanan yang
telah disediakan oleh restoran. Kriteria atau objek pajak restoran adalah

fasilitas dalam penyedia makanan dan/atau minuman dengan
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ditarik/dipungut bayaran, serta termasuk rumah makan, kafetaria, kantin,
warung, bar, dan termasuk jasa boga/catering. Data pajak restoran yang
digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi penerimaan pajak
restoran periode 2017, dan 2020. Data laporan realisasi pajak restoran yang
digunakan diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

(BPPRD) Kota Metro dan Kota Bandar Lampung.

3.4.1.3 Pajak Hotel

Pajak hotel yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 Pasal 1 Angka 20 adalah penarikan pajak atas pelayanan yang
telah disediakan oleh hotel. Kriteria atau objek pajak hotel adalah fasilitas
dalam penyedia jasa penginapan/peristirahatan seperti hotel, losmen, motel,
gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan,
rumah kos yang melebihi 10 kamar, dan jasa sejenis lainnya yang dipungut
bayaran. Data pajak hotel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
laporan realisasi penerimaan pajak hotel periode 2017 dan 2020. Data
laporan realisasi pajak hotel yang digunakan diperoleh dari Badan Pengelola
Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro dan Kota Bandar

Lampung.

3.4.1.4 Pajak Parkir
Pajak parkir yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 Pasal 1 Angka 31 adalah penarikan pajak atas penyelengaraan

tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan
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3.6

3.6.1
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pokok usaha maupun yang disediakan suatu usaha, termasuk tempat
penitipan kendaraan bermotor. Kriteria atau objek pajak parkir adalah
keadaan tidak bergerak suatu kendaraan namun bersifat sementara/tidak
menetap. Data pajak parkir yang digunakan dalam penelitian ini adalah
laporan realisasi penerimaan pajak parkir periode 2017 dan 2020. Data
laporan realisasi pajak parkir yang digunakan diperoleh dari Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro.

Teknik Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitia ini adalah uji beda
t-test untuk uji hipotesis yang dilakukan dengan membandingkan antara dua

nilai rata-rata dari perbedaan dua sampel (Ghozali, 2016).

Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2017) statistik deskriptif adalah statistik yang
digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau
menggambarkan data yang telah terkumpul. Generalisasi statistik deskriptif
memberikan gambaran atau deskripsi berbagai karakteristik data, seperti

mean (rata-rata), standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Menurt Ghozali (2016) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah

dalam data populasi berdistribusi normal atau tidak berdristibusi normal. Uji
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normalitas yang digunakan untuk mengetahui apakah data berdristibusi

normal atau tidak dilakukan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.
Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test ini biasa digunakan untuk

menguji normalitas data bersekala interval atau rasio. Pengambilan

keputusan didapat dari nilai signifikansi One-Sample Kolmogorov-Smirnov.
Jika nilai Sig. > 0,05 maka distribusi data dikatakan normal.

Jika nilai Sig. < 0,05 maka distribusi data dikatakan tidak normal.

Uji Beda Sampel Berpasangan
3.7.1 Paired Sample t-test
Paired sample t-test atau uji t sampel berpasangan merupakan uji

parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis sama atau tidak
beda antara dua sampel bebas yang berdistribusi dengan normal. Dua
sampel yang dimaksud disini adalah sampel mana yang sama namun
mengalami proses pengukuran dan perlakuan yang berbeda
(Ghozali, 2013). Pengambilan keputusan didapat dari:
— Ho diterima apabila, probabilitas > 0,05.

— Ho ditolak apabila, probabilitas < 0,05.
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V. KESIMPULAN, DAN SARAN

Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan
mengenai Analisis Perbandingan Penerimaan Pajak Daerah Kota Metro dan

Kota Bandar Lampung Sebelum dan Sesudah Penggunaan Tapping Box.

Dimana sebelum penggunaan Tapping Box pada masa pajak 2017 dan

setelah penggunaan Tapping Box pada masa pajak 2020. Maka penulis dapat

menyimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan signifikan pada penerimaan pajak restoran Kota
Metro dan Kota Bandar Lampung antara sebelum dan sesudah
penerapan Tapping Box.

2. Terdapat perbedaan signifikan pada penerimaan pajak hiburan Kota
Metro dan Kota Bandar Lampung antara sebelum dan sesudah
penerapan Tapping Box.

3. Terdapat perbedaan signifikan pada penerimaan pajak hotel Kota Metro
dan Kota Bandar Lampung antara sebelum dan sesudah penerapan
Tapping Box.

4. Terdapat perbedaan signifikan pada penerimaan pajak parkir Kota
Metro dan Kota Bandar Lampung antara sebelum dan sesudah

penerapan Tapping Box.
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5.2  Saran
Berdasarkan hasil pengujian, pembahasan, dan kesimpulan, ada beberapa
saran yang dapat penulis berikan, yaitu:

1. Pemerintah dalam hal ini Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kota Bandar Lampung dan Kota Metro harus terus mengupayakan
pemasangan alat Tapping Box secara merata ke pelaku usaha restoran,
hotel hiburan, dan tempat parkir agar terus dapat mengoptimalkan
penerimaan pajak daerah Kota Bandar Lampung dan Kota Metro.

2. Perlunya inovasi/kebijakan lain untuk mempertahankan dan
meningkatkan penerimaan pajak daerah dalam upaya peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Melihat hasil penelitian bahwa terdapat perbedaan signifikan
penerimaan pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir
antara sebelum dan sesudah penggunaan Tapping Box, maka penelitian
ini dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti
pajak daerah lainnya di Indonesia dengan harapan adanya perubahan ke

arah yang lebih baik.
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